PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Universitas
Pendidikan Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai
perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Tetap;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman
penerapan ketentuan, pengaturan mengenai perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Tetap Universitas Pendidikan
Indonesia perlu mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Rektor tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Tetap Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5509);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6461);

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor O03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat
Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun
2026-2030;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MW
A/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan
Indonesia.

3. Pegawai Tetap adalah Pegawai Tetap non-PNS dan/atau
Pegawai Tetap lainnya yang diangkat oleh Universitas

sesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB II
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
Pasal 2

(1) Setiap Pegawai yang akan melangsungkan perkawinan atau
mengajukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh
izin dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi
Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990.

BAB III
SANKSI
Pasal 3

Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang

berlaku di lingkungan Universitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2026
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